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Pendahuluan

* Peran Satpol PP sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga ketertiban umum sangat penting.
Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penertiban berjalan sesuai
dengan peraturan yang ada, serta membela hak-hak masyarakat yang terlibat, baik pedagang

Mmaupun pengguna jalan.

* Sebagai bagian dari penegak hukum, Satpol PP memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam
mengenai berbagai aspek penertiban PKL, termasuk pola pelanggaran yang sering terjadi, faktor
penyebabnya, serta strategi penertiban yang efektif. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP
sering kali dihadapkan pada dilema etis dan praktis yang kompleks, terutama dalam penertiban PKL

vang sering berkonflik dengan hak-hak pedagang dan masyarakat lainnya.

* Maka dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP harus menyeimbangkan antara penegakan aturan
dan perlindungan hak-hak pedagang, serta mempertimbangkan solusi yang lebih manusiawi, seperti

penyuluhan dan pemberian ruang bagi PKL yang memenuhi kriteria tertentu.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja?

2. Bagaimana prosedur (SOP), pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?

3. Bagaimana cara satpol PP mengetahui adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan
larangan berjualan di tempat yang dilarang?

4. Bagaimana barang dagangan hasil angkut oleh SATPOL PP mengangkut dagangan PKL ke
diangkut kemana dan terkait biaya administrasi yang harus dibayar oleh pedagang?

5. Bagaimana prosedur sebelum barang diangkut ke mobil SATPOL PP, apa sudah ada
pemberitahuan (peringatan) sebelumnya?

6. Bagaimana sanksi yang dikenakan oleh SATPOL PP Ketika PKL ini ternyata seringkali melanggar
peraturan?

/. Bagaimana upaya pencegahan agar PKL tidak menjanjakan dagangannya di area yang sudah

ditetapkan tidak boleh untuk jualan?
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Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik
wawancara mendalam. Peneliti mewawancarai narasumber yang kompeten, vyaitu Bapak Raden
Novianto Koesno Adi Putro, S.H., untuk menggali informasi terkait tugas, prosedur, dan tantangan yang
dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data yang diperoleh dianalisis
secara deskriptif untuk mengidentifikasi strategi, kebijakan, serta dilema yang dihadapi Satpol PP, guna
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penertiban PKL dan solusi yang dapat
diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang implementasi

kebijakan penertiban di Sidoarjo.
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Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo
memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah terkait
Pedagang Kaki Lima (PKL). Satpol PP melakukan penertiban secara bertahap dimulai dengan sosialisasi,

peringatan, dan tindakan tegas seperti penyitaan barang.

Pendekatan humanis yang mengedepankan dialog dengan PKL untuk memberikan solusi, seperti
relokasi, berhasil mengurangi ketegangan dan menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya
kepatuhan terhadap peraturan. Satpol PP juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi
pelaporan untuk meningkatkan pengawasan dan menekan pelanggaran. Proses penertiban juga
didasarkan pada regulasi yang jelas, menggabungkan penegakan hukum dengan pendekatan sosial

yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
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Pembahasan

« Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP memiliki wewenang untuk
melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam praktiknya, Satpol PP
Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Namun,
mereka tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menegakkan aturan tanpa memicu
konflik.

« Narasumber Raden Novianto menjelaskan bahwa Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan,
dan instansi lain untuk memastikan ketertiban. Satpol PP lebih memilih metode persuasif sebelum mengambil
tindakan represif, sesuai dengan Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014.

« Sebelum penertiban, pedagang diberikan kesempatan untuk memindahkan barang mereka. Selain patroli dan
pemantauan CCTV, Satpol PP juga melakukan sosialisasi rutin mengenai aturan berjualan di ruang publik melalui
pertemuan langsung dan media sosial. Jika pelanggaran terus terjadi, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas

sesuai peraturan yang berlaku.
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Pembahasan

« Dalam wawancara dengan Raden Novianto Koesno Adi Putro, Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum
Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan bahwa barang dagangan yang disita dalam operasi penertiban Satpol PP
disimpan di gudang barang bukti pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum.

- Satpol PP memiliki wewenang untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi terlarang, seperti
trotoar dan jalan raya. Setelah penyitaan, pedagang yang ingin mengambil barang dagangannya harus mengajukan
permohonan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran.

« Biaya administrasi yang dikenakan bervariasi tergantung kebijakan daerah dan jenis pelanggaran, berupa denda
administratif yang bertujuan memberi efek jera. Satpol PP dapat memberikan peringatan terlebih dahulu dan

mengambil tindakan lebih lanjut seperti penyitaan atau pembongkaran lapak jika pelanggaran berlanjut.

==\ universi e
UMS":)? @ www.umsida.ac.id umsidal912 3 umsidal912 f ;ri\ézg:érir‘ﬁgdiyah @ umsidal9i2 .



Temuan Penting Penelitian

Temuan dari wawancara terkait Satpol PP Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Pendekatan Persuasif dalam Penertiban, Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis,
seperti sosialisasi dan pemberian solusi alternatif, sebelum melakukan tindakan tegas terhadap
pelanggaran PKL.

2. Pemantauan Proaktif, Satpol PP melakukan patroli rutin, pemantauan CCTV, dan menerima
laporan masyarakat untuk mendeteksi pelanggaran PKL secara efektif.

3. Prosedur Pengangkutan Barang, Barang dagangan yang disita disimpan di gudang barang
bukti, dengan pedagang harus membayar denda administratif dan mengajukan permohonan

untuk mengambil kembali barangnya.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penting untuk memahami proses penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Sidoarjo, khususnya mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga
ketertiban umum. Penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan
peraturan, serta strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait PKL. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi dalam perbaikan kebijakan, serta memberikan solusi yang lebih adil

dan efektif bagi pedagang dan masyarakat.
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Simpulan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan Perda,
termasuk melakukan hukuman terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses penertiban dilakukan secara
bertahap, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga tindakan tegas jika pelanggaran terus berulang. Tantangan
utama vyang dihadapi adalah resistensi dari PKL dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Sebagai solusi,
pemerintah daerah dapat menyediakan zona khusus bagi PKL agar mereka tetap dapat berjualan tanpa
mengganggu ketertiban. Pendekatan persuasif dan program pembinaan usaha juga perlu ditingkatkan agar
pedagang lebih memahami aturan dan memiliki alternatif mata pencaharian. Selain itu, teknologi seperti
sistem pengaduan masyarakat dan CCTV dapat membantu Satpol PP memantau dan melakukan tindakan

vang lebih transparan.
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